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SALINAN 
 
 

 
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 
 

 
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 46 TAHUN 2020 

TENTANG 

PENCABUTAN PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

NOMOR 15 TAHUN 2016 TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN 

DELEGASI WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI 

KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU 

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA, 

 

 

Menimbang : a. bahwa untuk efektivitas dan efisiensi administrasi 

kepegawaian, sebagai tindak lanjut perubahan 

struktur organisasi dan tata kerja Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan, perlu penyesuaian 

prosedur teknis dalam pemberian kuasa dan delegasi 

wewenang pelaksanaan kegiatan administrasi 

kepegawaian;   

b. bahwa Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan 

Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan 

Delegasi Wewenang Pelaksanaan Kegiatan 

Administrasi Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di 

Lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 

sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan 

kebutuhan organisasi dan tata kerja serta untuk 

penyederhanaan regulasi dalam prosedur teknis 
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sebagaimana dimaksud dalam huruf a, sehingga perlu 

dicabut dan selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan 

Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;  

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu 

menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan 

Kebudayaan tentang Pencabutan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2016 

tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi Wewenang 

Pelaksanaan Kegiatan Administrasi Kepegawaian 

kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan Kementerian 

Pendidikan dan Kebudayaan; 

 

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara 

Republik Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang 

Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916); 

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang 

Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5494); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang 

Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan 

atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 

tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 6477); 

5. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2019 tentang 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 242); 
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6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 

45 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1673) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 

Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 9 Tahun 2020 

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan 

dan Kebudayaan Nomor 45 Tahun 2019 tentang 

Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan 

dan Kebudayaan (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2020 Nomor 124); 

 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

TENTANG PENCABUTAN PERATURAN MENTERI 

PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN NOMOR 15 TAHUN 2016 

TENTANG PEMBERIAN KUASA DAN DELEGASI 

WEWENANG PELAKSANAAN KEGIATAN ADMINISTRASI 

KEPEGAWAIAN KEPADA PEJABAT TERTENTU DI 

LINGKUNGAN KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN 

KEBUDAYAAN. 

 

Pasal 1 

Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 

Tahun 2016 tentang Pemberian Kuasa dan Delegasi 

Wewenang Pelaksanaan Kegiatan Administrasi 

Kepegawaian kepada Pejabat Tertentu di Lingkungan 

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 676), dicabut dan 

dinyatakan tidak berlaku. 

 

Pasal 2 

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan 

penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 

 

  

Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 19 Oktober 2020 

         

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN 

REPUBLIK INDONESIA, 

  

ttd. 

 

NADIEM ANWAR MAKARIM 

 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal 20 Oktober 2020 

 

DIREKTUR JENDERAL 

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA 

REPUBLIK INDONESIA,  

 

ttd. 

 

WIDODO EKATJAHJANA 

 

 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 1222 

 

Salinan sesuai dengan aslinya,  

Kepala Biro Hukum  

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 

 

ttd. 

 

Dian Wahyuni 

NIP 196210221988032001 

 


